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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI CAESAR ANTARA PASIEN DAN 

DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

Oleh 

MILLENIA EXAUDI SITUMEANG 

Operasi caesar atau Sectio Caesarea (SC) merupakan tindakan medis yang harus 

dilakukan terhadap pasien ibu hamil yang memiliki indikasi tidak dapat melakukan 

persalinan secara normal. SC hanya akan dilaksanakan setelah pasien 

menandatangani persetujuan tindakan medis yang dikenal dengan istilah Informed 

Consent (IC). Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian 

mengenai  bagaimana pelaksanaan perjanjian SC di Rumah Sakit Umum Daerah 

Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah, dan penyelesaian sengketa 

apabila terjadi pasien merasa dirugikan.  

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. 

Seluruh data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi 

lapangan berupa pengambilan data dan wawancara, kemudian data yang terkumpul 

dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan SC dilakukan karna 

adanya indikasi medis yaitu memerlukan intervensi medis berdasarkan pemeriksaan 

subjektif dan objektif selanjutnya dibuat kesepakatan berupa hal-hal yang termuat 

dalam Informed Consent (IC) kemudian barulah dilakukan persetujuan berupa 

penandatanganan oleh kedua belah pihak, dengan begitu IC mengikat dokter dan 

pasien dalam pelaksanaan SC, sehingga terjadi perjanjian diantara mereka, dari 

perjanjian tersebut akan ada hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yaitu 

dokter dan pasien. Kewajiban dokter adalah melaksanakan SC dengan kehati-hatian 

dan antisipasi, pelaksanaan SC dilakukan oleh dokter harus sesuai dengan Standar 

Profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP  mengikat dokter untuk 

melaksanakan SC sesuai tahapan-tahapan medis yang sudah ditentukan, pasien 

mematuhi instruksi yang diberikan oleh dokter berdasarkan SOP tersebut. 

Pelaksanaan SC mengikuti prosedur berupa pra SC yaitu adanya persiapan pasien 

yang diantaranya meliputi kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik, 

selanjutnya pelaksanaan SC yaitu diawali dengan pemberian suntikan anestesi (sign 

in), insisi kulit (time out), penutupan luka operasi, dan terakhir pasca operasi yaitu 

adanya perawatan post operasi kepada pasien. Penyelesaian terhadap pelanggaran hak 

pasien dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Pada RSUD Demang 

Sepulau Raya belum ada sengketa yang sampai ke ranah hukum apabila terjadi 

sengketa maka Undang-Undang kesehatan pada Pasal 29 memerintahkan bahwa 

sengketa tersebut harus diselesaikan secara mediasi. 

Kata Kunci : Operasi Caesar,Informed Consent, Pasien dan Rumah Sakit. 
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ABSTRACT 

 

IMP LEMENTATION OF A CAESAR OPERATION AGREEMENT 

BETWEEN PATIENT AND DOCTOR IN HOSPITAL DEMANG SEPULAU 

RAYA, LAMPUNG CENTRAL REGENCY 

 

By 

MILLENIA EXAUDI SITUMEANG 

 

Caesarean section or Sectio Caesarea (SC) is a medical action that must be carried out 

on pregnant women who have indications that they cannot give birth normally. SC 

will only be carried out after the patient signs a medical treatment agreement known 

as an Informed Consent (IC). In connection with this, the author will conduct research 

on how to implement the SC agreement at the Demang Se Island Raya Regional 

General Hospital, Central Lampung Regency, and resolve disputes if the patient feels 

aggrieved. 

 

This research is a descriptive empirical normative research. The data used in this 

study are primary data, secondary data, and tertiary data. All of the data was collected 

using library research techniques and field studies in the form of data collection and 

interviews, then the collected data were analyzed qualitatively. 

 

Based on the research, it was found that the implementation of SC was carried out 

because of medical indications that required medical intervention based on subjective 

and objective examinations, then an agreement was made in the form of things 

contained in the Informed Consent (IC) then an agreement was made in the form of 

signing by both parties, so the IC bind doctors and patients in the implementation of 

SC, so that an agreement occurs between them, from the agreement there will be 

rights and obligations that bind the parties, namely doctors and patients. The doctor's 

obligation is to carry out the SC with caution and anticipation, the implementation of 

the SC carried out by the doctor must be in accordance with Professional Standards 

and Standard Operating Procedures (SOP). The SOP binds the doctor to carry out the 

SC according to the medical stages that have been determined, the patient obeys the 

instructions given by the doctor based on the SOP. The implementation of the SC 

follows a procedure in the form of pre-SC, namely patient preparation which includes 

complete administration and physical examination, then the SC implementation 

begins with giving an anesthetic injection (sign in), skin incision (time out), closure 

of the surgical wound, and finally post-surgery, namely postoperative care for the 

patient. Settlement of violations of patient rights can be resolved through litigation 

and non-litigation. At the Demang Se Island Raya Hospital, there have been no 

disputes that have reached the realm of law. In the event of a dispute, the Health Law 

in Article 29 stipulates that the dispute must be resolved through mediation. 

 

Keywords: Caesarean section, Informed Consent, Patient and Hospital. 
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MOTO 

 

Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa 

dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan. 

(Hellen Keller) 

 

Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus 

bertindak sekarang tanpa menunda-nunda.  

(Simone de Beauvior) 

 

Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, kesuksesan terbentuk dari kerja keras, 

pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang ingin kamu lakukan. 

(Pele) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang  sangat penting. Untuk 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, orang yang hidup bersama orang lain 

membutuhkan apa yang disebut nilai agar tidak berkonflik. Diperlukan pedoman 

untuk mencapai nilai tersebut. Pedoman ini disebut aturan atau standar. Rumah sakit, 

puskesmas, balai pengobatan, klink, keperawatan dan pelayanan medis merupakan 

aspek kesehatan yang selalu ada aturan medis, hukum, dan norma-norma (moralitas, 

martabat, dikelola dengan validitas).
1
 

Undang-Undang 1945 sebagai norma dasar secara jelas mengatur kebijakan dasar 

suatu hukum dari bangsa Indonesia, berasal dari asas hukum yang dibukukan bagi 

Negara Indonesia, serta memberikan hukum dan susunan ketatanegaraan. Menurut 

Undang-Undang Rumah Sakit Tahun 2009 Nomor 44 pada Pasal 1 mendefinisikan 

pengertian dari rumah sakit yaitu sebagai penyelenggaraan kesehatan yang 

memberikan fasilitas terhadap perorangan berupa adanya rawat inap, rawat jalan serta 

adanya pelayanan gawat darurat dan tentunya pelayanan tersebut diselenggarakan 

secara lengkap. 

                                                             
1
https://spada.ac.id./mod./resource./view.php?id.=39685-Manusia-Nilai-Moral-dan-hukum 

diakses pada 4 September 

https://spada.ac.id/mod/resource/view.php?id=39685-Manusia-Nilai-Moral-dan-hukum
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Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat didalam Ketentuan Undang-

Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, masyarakat berhak atas kesehatan serta 

pemerintah menyediakan rumah sakit sebagai tempat masyarakat mendapatkan 

pelayanan medis dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pelayanan medis meliputi pelayanan kesehatan dalam pencegahan, 

pengobatan dan rehabilitasi, kualitas pelayanan rumah sakit kepada pasien  sangat 

penting dan pada akhirnya bermuara pada kepuasan pasien. Hal tersebut juga sejalan 

terhadap proses persalinan yang tentunya seorang ibu akan menginginkan bayinya 

lahir dengan sehat dan selamat. 

Pada umumnya persalinan dilakukan dengan cara normal, tetapi bisa dilakukan cara 

lain yaitu adanya persalinan yang dilakukan secara tindakan medis dikenal dengan 

istilah caesar. Sectio caesarea (SC) atau caesarean section biasa disebut operasi 

caesar adalah jenis kelahiran di mana bayi dilahirkan dengan sayatan di perut dan 

rahim. Prosedur medis digunakan untuk melahirkan bayi dimana wanita  tidak dapat 

melahirkan secara normal karena alasan medis.
2
  

Seorang ibu sejatinya adalah perempuan yang memiliki kodrat melahirkan secara 

normal, akan tetapi karena adanya kecanggihan teknologi serta hal-hal tertentu yang 

tidak dapat dilakukan seperti adanya indikasi medis, dan harus diupayakan cara lain 

untuk melakukan proses persalinan dalam rangka menyelamatkan ibu dan bayi nya, 

sehingga dokter akan memberikan alternatif upaya persalinan melalui SC.  

                                                             
2
 M.T. Indiarti, 2007 Caesar Kenapa Tidak? (Cara Aman Menyambut Kelairan Buah Hati 

Anda), Elmatera, Yogyakarta hlm, 41 
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Saat hendak melakukan SC tentunya terdapat beberapa prosedur yang akan 

dilaksanakan, pelaksanaan SC tidak boleh dilakukan  jikalau dokter belum 

mendapatkan persetujuan atas tindakan kedokteran dari pasien atau anggota keluarga 

yang berhak. Sesudah pasien mendapatkan informasi yang akurat barulah persetujuan 

bisa didapatkan. Informasi tersebut dikenal dengan istilah (informed consent) yang 

merupakan suatu hak pasien dan dokter wajib memenuhinya baik diminta ataupun 

tidak diminta oleh pasien dikarnakan suatu hak pasien merupakan kewajiban dari 

dokter
3
.  Dalam hal ini yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang 

dalam keadaan sehat mental dan telah dewasa berumur diatas 21 tahun atau belum 

memenuhi umur yang sudah ditentukan tetapi sudah menikah. 

Dokter (rumah sakit) tidak hanya dapat melakukan tindakan penyembuhan berupa 

pembedahan berdasarkan transaksi terapeutik. Transaksi tersebut adalah perjanjian  

antara dokter dan pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Perjanjian 

pengobatan tidak hanya dalam bidang kedokteran, tetapi dalam arti yang lebih luas, 

mencakup bidang, preventif, rehabilitatif, promotif, maupun diagnostik.
4
 

Dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan 

pada konsensus atau perjanjian. Dalam buku “Konsumen dan Pasien dalam Hukum 

Indonesia”, yang ditulis oleh M. Sofyan Lubis yaitu pasien tidak  diidentikkan secara 

hukum dengan konsumen karena hubungan  antara pasien dan dokter bukanlah 

hubungan mengenai jual beli yang terdapat didalam hukum perdata serta pidana, hal 

                                                             
3
 Willa Chandrawilla Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hlm 13-15 

4
 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2017, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, 

Jakarta, hlm. 39. 
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itu tidak boleh dilakukan karena antara dokter dan pasien hanyalah sebuah bentuk 

kontrak medis, lebih tepatnya kesepakatan usaha, bukan kesepakatan 

“hasil”(resultaats verbintenis), melainkan kesepakatan “usaha”(inspannings 

verbintenis) tepatnya perjanjian usaha kesembuhan(teraupetik). 
5
 

Dalam memberikan pelayanan medis, terdapat hubungan hukum antara dokter dan 

pasien. Kedudukan dan peran antara dokter dan pasien sangat penting, yang 

kemudian menjadi wadah hak dan kewajiban, dan peran tersebut merupakan 

pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengaturan tentang hak dan kewajiban bersama 

antara dokter dan pasien harus ditegakkan agar kepentingannya tidak berbenturan. 

RSUD Demang Sepulau Raya adalah Rumah Sakit dari Pemerintah berlokasi di 

daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki unit pelayanan kesehatan 

melahirkan caesar. Selama ini rumah sakit hanya memberikan pelayaan pada SC 

berdasarkan indikasi medis saja. Kemudian rumah sakit ini memiliki fasilitas yang 

memadai yaitu terdapat ruang perawatan beliuk, ruang pemantauan pasca operasi, 

ruang post caesar, dan ruang ICU. 

Tidak semua perawatan berjalan mulus. Praktik medis juga dapat menyebabkan 

masalah dan kecacatan. Ketika merawat pasien di rumah sakit, dokter bertindak untuk 

rumah sakit, bukan untuk diri mereka sendiri. Menurut Supriadi,  dokter di rumah 

sakit memberikan pelayanan medis di rumah sakit untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya. Hubungan yang muncul antara dokter dengan rumah sakit 

                                                             
5
 M. Sofyan Lubis, 2008 Konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta, , hlm.38 
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melalui hubungan kerja adalah dokter bertindak sebagai pegawai rumah sakit. Dalam 

hal ini, rumah sakit bertanggung jawab atas segala tindakan dokter.
6
 

Sebagaimana uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis mempunyai 

ketertarikan melakukan penelitian dalam menyusun sebuah skripsi yang berjudul 

”Pelaksanaan Perjanjian Operasi Caesar antara Pasien dan Dokter Di Rumah 

Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.” 

 

B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahannya dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian operasi caesar di RSUD Demang Sepulau 

Raya Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi pasien merasa dirugikan ? 

 

C.    Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang pembahasan dan keilmuan. Ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi perjanjian dan tanggung jawab 

rumah sakit maupun dokter dalam operasi caesar. Sedangkan ruang lingkup ilmu 

adalah hukum keperdataan yang menyangkut kepentingan antar subjek hukum 

 

 

                                                             
6
 Willa Chandrawilla Supriadi Op Cit, hlm 10. 
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D.    Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan supaya dapat menyampaikan manfaat 

dari keinginan penelitian. Yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif  

a. Mengetahui bagaimana pelaksananan operasi caesar di RSUD Demang Sepulau 

Raya Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi pasien merasa dirugikan  

2. Tujuan Subyektif  

a. Memperoleh informasi maupun data-data yang akan digunakan dalam menyusun 

penulisan skripsi pada bagian hukum keperdataan yang berguna sebagai syarat 

dalam mendapatkan gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

b. Menambah wawasan yang lebih serta pengetahuan untuk penulis terkhusus di 

bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dalam 

hubungan di bidang kedokteran. 

 

E.    Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian 

ini adalah: 
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1.   Kegunaan Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya 

hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya yang berkenan 

dengan adanya perjanjian operasi caesar antara dokter dan pasien. 

2.   KegunaanPraktis 

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian operasi caesar dan penyelesaian sengketa 

apabila terjadi pasien merasa dirugikan di RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten 

Lampung Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai pelaksanaan perjanjian operasi caesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.    Tinjauan tentang Perjanjian Terapeutik 

1.     Pengertian Perjanjian Terapeutik 

Perjanjian adalah suatu persetujuan dari suatu hal yang telah disepakati antara subjek 

hukum yang membuat perjanjian tersebut, perjanjian merupakan salah satu sumber 

perikatan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”.Suatu perjanjian juga dapat dikatakan sebagai 

persetujuan karna kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal yang telah 

diperjanjiakan.  

Dalam pelayanan kesehatan yang dipergunakan ialah suatu transaksi terapeutik yang 

dimana memiliki makna sebagai perjanjian antara dokter terhadap pasien yang 

nantinya akan menimbulkan suatu hak serta kewajiban dalam hubungan hukum bagi 

mereka. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang memiliki objek berupa 

barang atau benda, perjanjian terapeutik objek nya berupa usaha penyembuhan atau 

suatu terapi yang di harapkan akan memberikan kesembuhan terhadap pasien. Dalam 

perjanjian ini terdapat subjek hukum yaitu dokter sebagai pemberi layanan kesehatan 

dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan dengan begitu saat kedua belah pihak 

telah setuju untuk berbuat sesuatu maka oleh keduanya telah terjadi perikatan yaitu 

suatu perikatan usaha atau secara yuridis umumnya termaksud (inspnanings 
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verbentenis) hal tersebut dikarenakan berdasarkan hukum objek dari perjanjian 

terapeutik bukan kesembuhan pasien melainkan objeknya berupa usaha yang tepat 

dalam upaya penyembuhan pasien. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang 

merupakan perikatan hasil (resultaats verbentenis) yang berdasarkan hasil yang 

dicapai dan tidak melihat suatu upaya. 

Hubungan terapeutik dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a.  Subjeknya berupa dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dan pasien sebagai 

penerima layanan kesehatan 

b.  Objeknya berupa usaha penyembuhan secara ikhtiar dan maksimal 

c. Memiliki tujuan yaitu oenyelenggaraan kesehatan sebagai pemeliharaan serta 

peningkatan kesehatan  

Dalam pelayanan kesehatan terdapat asas yang berlaku seperti : asas legalitas, asas 

keseimbangan, asas tepat waktu, asas itikad baik, asas kejujuran, serta adanya asas 

kehati-hatian. Menurut Veronica Komalawati asas-asas tersebut sangat diperlukan 

sebagai suatu yang mendasari didalam pelayanan kesehatan.
7
 

Berikut asas asas dalam pelayanan kesehatan : 

a.  Asas Legalitas 

Asas ini termuat didalam Pasal 23 dan 29 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 

Tahun 2009, menetapkan bahwa dokter dan tenaga kesehatan dalam melakukan 

kegiataan kesehatan haruslah sesuai dengan keahlian yang dimiliki, hal ini 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan medis dapat dilakukan apabila dokter 

                                                             
7
 Ibid hlm 62 
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maupun tenaga kesehatan telah melengkapi perizinan serta persyaratan yang sudah 

diatur di dalam Perundang-Undangan seperti telah mempunyai izin praktek serta 

memkliki tanda resigtrasi (STR). 

b.  Asas Keseimbangan 

Berdesarkan asas ini, di dalam pelayanan kesehatan harus ada keseimbangan antara 

kepentingan-kepentingan individu maupun masyarakat seperti antara keseimbangan 

materiil dan spritual serta antara keseimbangan fisik dan mental. Oleh sebab itu 

diperlukan asas keseimbangagan di dalam pelayanan medis yang nantinya akan 

bersangkutan dengan upaya medis.  

c.  Asas Tepat Waktu 

Didalam asas ini disiplin tepat waktu terhadap tindakan dokter sangatlah penting 

dikarnakan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, dokter 

harus dapat mengkesampingkan kepentingan pribadi seperti contoh dokter tidak boleh 

terlambat dalam menangani pasien karna hal tersebut dapat menyebabkan kerugian 

pasien atau bahkan bisa mangancam nyawa pasien jika penanganann yang dilakukan 

oleh dokter terlambat ditangani. 

d.  Asas Itikad Baik 

Asas ini merupakan suatu bentuk pengakuan kepada pasien  serta pelaksanaan praktik 

kedokteran yang berpegang kepada standar profesi, di dalamnya terdapat prinsip 

itikad baik berupa perbuatan baik yang diterapkan dalam melaksanakan suatu 

kewajiban dokter kepada pasien. 
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e.  Asas Kejujuran 

Dalam asas ini berkaitan dengan suatu kewajiban pasien yaitu memberikan informasi 

tentang kesehatan ataupun keluhan yang dimilikinya dengan sejujur jujurnya, hal 

tersebut merupakan suatu dasar dalam penyampaian informasi yang baik oleh pasien 

terhadap dokter dalam berkomunikasi yang nantinya informasi tersebut dapat 

mendukung dan membantu dalam kesembuhan pasien.  

f.  Asas Kehati-hatian 

Didalam asas ini prinsip kehati-hatian adalah hal yang sangat diperlukan oleh dokter. 

Dokter dalam melakukan pelayanan medis kepada pasien harus didasarkan ketelitian, 

dokter adalah seorang profesional maka dokter tidak boleh ceroboh dalam melakukan 

pelayanan kesehatan karna hal tersebut dapat membahayakan jiwa pasien.  

4.    Jenis-Jenis Perjanjian  

Perjanjian dari segi namanya diantara terdapat perjanjian nominnat dan inominnat: 

a.   Perjanjian nominnat atau perjanjian khusus, merupakan perjanjian bernama yang 

diatur didalam KUHPerdata misalnya perjanjian pemberi kuasa yang terdapat 

didalam bab X-XVIII buku III KUHPerdata. 

b.  Perjanjian inominnat merupakan perjanjian yang tidak bernama dikarnakan 

tumbuh dan berkembang didalam masyarakat secara praktik, contohnya kontrak yang 

ada di dalam hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai,  dan 

hibah.
8
 

Perjanjian dari segi bentuknya diantara ada dua macam yaitu sebagai berikut : 

                                                             
 8

  Salim, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, 

Bandung, hlm16 
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Perjanjian Menurut Bentuknya ada dua macam, yaitu : 

1.   Perjanjian lisan atau tidak tertulis  

a.  Perjanjian konsensual, artinya ketika suatu hal yang akan diperjanjikan sudah 

disepakati terhadap mereka yang membuat perjanjian, maka saat itu juga telah terjadi 

perjanjian di antara mereka. Dalam perjanjian ini kata sepakat cukup dalam 

menerbitkan sebuah perjanjian. 

b.   Perjanjian rill, artinya ketika telah terjadi penyerahan barang makan perjanjian 

tersebut telah terjadi, kesepakatan terjadi bersamaan dengan penyerahan barang.  

2.   Perjanjian tertulis 2.  

a.   Perjanjian baku, artinya perjanian yang sudah dibakukan oleh salah satu pihak 

(produsen) seperti contoh perjanjian dalam bentuk formulir yang bersifat umum tanpa 

mempertimbangakan perbedaan dari konsumen itu sendiri.  

b.   Perjanian formal artinya suatu perjanjian tertentu yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu secara formalitas.
9
 

Dalam perjanjian terdapat suatu unsur unsur perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata 

terdapat penentuan unsur-unsur pokok perjanjian yang diantaranya terbagi menjadi 3 

yaitu :
10

 

1.  Unsur Esensialia. Unsur mutlak (subjek dan objek) yang harus ada didalam 

pejanjian misal, harga adalah esensialia dalam jual beli. 

                                                             
 

9
 Djaja S. Meilala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum 

Perikatan, Nuasa Aulia, Bandung hlm 90 
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 Wahyu Sasongko, 2013, Buku Ajar Dasar-Dasar Ilmu Hukum, KDT, Universitas Lampung, 

hlm 33 
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2.  Unsur Naturalia. Unsur yang melekat walaupun tdak secara eksplisit tetapi implisit 

atau diamdiam dianggap ada dalam perjanjian. 

3. Unsur Acidentalia. Unsur yang disebut secara tegas didalam perjanjian misal 

tempat dimana suatu perjanjian dibuat. 

5.    Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan 

oleh Undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Dalam ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, syarat- syarat sah perjanjian adalah adanya persetujuan, kecakapan, 

suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Subekti memberikan pengertian tentang 

perjanjian,
11

 perjanijan adalah dimana seorang berjanji dengan seorang lainnya atau 

antara keduanya berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang dikehendaki oleh 

mereka. Didalam suatu perjanjian terdapat syarat-syarat agar perjanjian tersebut 

dianggap sah. Syarat-syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

yang di antaranya sebagai berikut : 

a.  Adanya suatu kesepakatan antara mereka atau kedua belah pihak yang ingin 

membuat perjanjian 

b.  Adanya suatu kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian.  

c.  Mengenai suatu hal tertentu yang menjadi objek dari perjanjian  

d.  Suatu sebab yang diperbolehkan dalam membuat perjanjian 
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 Rinanto Suryadhimirtha, 2011, Hukum Malapraktik Kedokteran. Total Media. Yogyakarta, 

hlm 12. 
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Pasal 1320 KUHPerdata tersebut dikuatkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 

sebagai berikut :
12

 

a.  Kesepakatan, kedudukan pasien didalam pelayanan medis bisa dikatakan relatif 

rendah hal tersebut dikarnakan pasien lah yang meminta pertolongan, disamping itu 

pasien mungkin saja merasa tidak mengerti bagaimana berkomunikasi dengan dokter 

secara baik dikarnakan adanya bahasa kedokteran yang mungkin tidak dimengerti 

oleh pasien, oleh karna nya untuk menghindari hal tersebut maka terdapat hak pasien 

atas informasi yang dikenal dengan istilah Informed Consent. Dalam pelayanan medis 

Informed Consent merupakan suatu persetujuan tindakan kedokteran yaitu suatu hak 

pasien untuk memberikan izin atas tindakan medis yang akan dilakukan dokter 

terhadap dirinya, dan secara yuridis dapat dikatakan sebagai hak atas kehendak 

sepihak yang diinginkan oleh pasien. Dalam hal ini pihak pasien baik keluarga 

maupun pasien itu sendiri dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap 

tindakan medis tentunya setelah pasien diberikan penjelasan dengan sejelas jelasnya 

mengenai tata cara tindakan kedoktetan, diagnosis, tujuan, alternatif tindakan lain, 

resiko, komplikasi yang mungkin terjadi,  prognosis atau lamaran terhadap tindakan 

yang dilakukan dan perkiraan biaya, seluruh ketentuan informasi yang harus 

diberikan oleh dokter kepada pasien termuat dalam Peraturan Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 pada Pasal 7 Ayat (3). 

Setalah pasien menerima informasi tersebut tersebut maka pasien akan memberikan 

persetujuan dan persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis 
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Konsil Kedokteran Indonesia, Kemintraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien. Konsil 

Kedokteran Indonesia. Jakarta. 2007. hlm 14-16. 



15 
 

 
 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menjelaskan bahwa  tindakan 

kedokteran  berupa beresiko tinggi dan tidak beresiko tinggi. Tindakan yang beresiko 

tinggi  harus mendapatkan persetujuan secara tertulis yang nantinya akan 

ditandatangani oleh pihak yang memberikan persetujuan. Tetapi persetujuan secara 

tertulis dikecualikan dalam keadaan gawat darurat yang tujuan utama adalah 

menyelamatkan jiwa pasien maka tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. 

Sebalikanya tindakan yang tidak berisiko tinggi dapat diberikan persetujuan secara 

lisan artinya tidak memerlukan tanda tangan pasien. Disamping itu pasien juga dapat 

menolak tindakan kedokteran tentunya dengan memberikan pernyataan secara tertulis 

di dalam formulir penolakan tindakan kedokteran, hal ini dilakukan agar nantinya 

dokter yang telah memberikan informasi tidak akan dipersalahkan dan bebas dari 

kewajibannya terhadap pasien.  

b.  Kecakapan, cakap menurut hukum artinya seseorang tersebut sudah berumur 21 

tahun baik perempuan maupun laki laki. Ketentuan mengenai hal hal yang 

menyatakan seseorang tidak cakap hukum termuat didalam Pasal 1330 KUHPerdata 

yaitu sesorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah seseorang 

tersebut berada di bawah pengampuan, belum dewasa artinya belum berumur 21 

tahun dan belum menikah,  atau seseorang yang sudah berumur 21 tahun tetapi 

memiliki keterbelakangan mental sehingga dikatakan tidak mampu. Tetapi hal 

tersebut berbeda dalam Peraruran Konsil Kedokteran Indonesia ketentuan mengenai 

berhak memberikan persetujuan dalam praktinya dapat dipertimbangkan seperti 

contoh dokter tidak mungkin menolak mengobati pasien yang datang sendirian ke 
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tempat praktinya dan pasien tersebut belum berusia 21 tahun. Perkemankes tersebut 

menyatakan umur 21 tahun sebagai usia dewasa. Jadi tidak semua ketentuan perdata 

mengenai kecakapan seseorang dapat diterapkan di dalam praktik kedokteran  

c.  Hal Tertentu, didalam pelayanan medis maka yang menjadi hal tertentu adalah 

menyangkut objeknya berupa usaha penyembuhan. Dokter dalam hal ini harus 

berusaha semaksimal mungkin terhadap keberhasilan maupun kesembuhan dalam 

mengobati penyakit pasien. Jika secara yuridis termasuk inspannings verbentenis 

yaitu suatu usaha yang tidak meunutut hasil karna dokter tidak memberikan jaminan 

akan keberhasilan suatu tindakan medis tetapi dengan upaya serta ikhtiar dan 

keahlihannya dokter dianggap mampu dalam upaya penyembuhan.  

d.  Sebab Yang Halal, yang dimaksud dalam ketentuan ini maka hal yang tidak 

diperbolehkan menurut hukum dan harus tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, 

kesusilaan, dan ketertiban umum yang dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 

Contohnya seorang dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi karna hal 

tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia seperti termuat dalam Pasal 348 

KUHP
13

 

6.    Prestasi dan Wanprestasi 

a.  Prestasi 

Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak akan melaksanakan suatu prestasi yang 

nantinya merupakan hasil yang dicapai dari suatu perjanjian yang telah dibuat. 
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 Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum Pascasarjana 
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Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. 

14
Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, ada tiga macam prestasi yang dapat 

diperjanjikan, yaitu : 

1. Untuk memberikan sesuatu 

2. Untuk berbuat sesuatu 

3. Untuk tidak berbuat sesuatu 

b.   Wanprestasi 

Didalam suatu perjanjian sering ditemukan salah satu pihak melakukan wanprestasi, 

yang dimana pemenuhan prestasi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan 

sebelumnya pada saat membuat perjanjian tersebut. Wanprestasi ini merupakan 

istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Namun oleh 

para sarjana, kata “wanprestasi” ini diterjemahkan dalam uraian kata menurut 

pendapatnya masing-masing.Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi artinya 

tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan 

yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-

Undang. 

Dilihat dari ketentuan hukum perdata maka hubungan hukum antara dokter dengan 

pasien didasarkan atas suatu perikatan hukum (verbintenis). Perikatan tersebut artinya 

suatu hal yang mengikat subjek hukum yaitu sesorang terhadap seseorang lainnya. 

Pasien yang tidak sembuh tidak dapat dijadikan alasan wanprestasi bagi dokter 
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 Abdulkadir Muhammad,2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 

, hlm. 20. 
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selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari standar profesi medis 

dan Standar OperasionalProsedur(SOP) karena hubungan dokter-pasien bukan 

hubungan yang memuat dan menuntut kewajiban hukum bagi dokter yang ditujukan 

pada hasil (resultaats) pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk perlakuan medis 

dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal dan tidak salah langkah atau prosedur 

(berdasarkan standar profesi dan standar prosedur). Dokter tidak mampu menjamin 

hasil akhir.
15

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi, antara lain, tidak 

melakukan apa yang menurut kesepakatan dilakukan, melakukan kesepakatan tetapi 

terlambat, melakukan kesempatan tetapi tidak sempurna dan melakukan hal yang 

tidak seharusnya dilakukan dalam kesepakatan.
16

 Dalam hal ini terdapat 

pertangungjawaban perdata yang pada dasarnya bertujuan agar pasien mendapatkan 

ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pasien akibat wanprestasi yang 

dilakukan oleh dokter.  

7.    Akibat Perjanjian 

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata. Akibat dari suatu perjanjian adalah : 

a.  Perjanjian mengikat para pihak 

Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang 

membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang 

membuatnya. 

b.  Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak 
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Perjanjiam adalah suatu kesepakatan yang dilakukan para pihak dengan adanya 

alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup (Pasal 1338 ayat 2 

KUHPerdata) ketika para pihak telah membuat perjanjian maka perjanjian yang 

sudah dibuat tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak dikarnakan agar 

kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak 

tentunya pihak tersebut tidak hanya seorang melainkan terhadap seorang lainnya 

artinya kesepakan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak, maka dengan begitu jikalau 

terjadi pembatalan maka harus atas keinginan kedua belah pihak atas pembatalan 

tersebut, adapun pembatalan secara sepihak dapat dilakukan jika ada alasan-alasan  

cukup yang dibenarkan oleh Undang-Undang. 

c.  Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) 

Subekti mengatakan bahwa itikad baik memiliki suatu makna arti adanya kejujuran 

dengan begitu dapat dikatakan bahwa setiap pelaksananan perjanjian harus sesuai 

dengan kejujuran yang sama hal nya seperti itikad baik.
17

 

8.    Berakhirnya Perjanjian  

Dengan telah dilaksanakan suatu perjanjian, pada umumnya perjanjian tersebut akan 

berakhir bilamana tujuan dari perjanjian telah tercapai. Masing-masing pihak 

telahmenunaikan prestasi sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak. Namun 

menurut R. Setiawan, suatu perjanjian dapat hapus karena : 

a.   Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 

b.  Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian. 
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c.  Salah satu pihak meninggal dunia. 

d.  Salah satu pihak, hal ini terjadi apabila salah satu pihak melaksanakan prestasinya 

maka pihak yang lain dengan sangat terpaksa memutuskan perjanjian secara sepihak 

atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian dikarnakan tujuan 

perjanjian telah tercapai dengan kata lain dilaksanakannya objek perjanjian atau 

prestasi dan adanya suatu Putusan Hakim.
18

 

Disamping itu, dalam hukum kesehatan yang dapat menghapuskan atau 

menghentikanperjanjian terapeutik adalah : 

a.  Pasien telah dinyatakan sembuh. 

b.  Pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis. 

c.  Pasien meninggal dunia. 
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B.    Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Operasi Caesar  

1.    Pengertian Operasi Caesar 

Istilah caesar dalam bahasa ingris adalah gabungan dari kata yakni “Caesarean 

Section” yang asal katanya “Caesar (Caedare)” berarti membedah. Sedangkan dalam 

bahasa Arab adalah Jihara Al-Waladah, yang artinya operasi yang bertujuan 

mengeluarkan bayi dari perut seorang ibu, baik itu terjadi setelah sempurnanya 

penciptaan bayi atau sebelum sempurnanya penciptaanya.
19

Caesar sendiri berasal dari 

bahasa latin caedare yang berarti memotong atau menyayat. Tindakan yang 

dilakukan tersebut bertujuan untuk melahirkan bayi melalui tindakan pembedahan 

dengan membuka perut dan dinding rahim.Menurut sejarah operasi caesar, bayi 

terpaksa dilahirkan melalui cara ini apabila cara alami sudah tidak efektif. Keadaan 

yang memerlukan tindakan caesar misalnya gawat janin, jalan lahir tertutup plasenta, 

persalinan macet, ibu mengalami hipertensi, bayi dalam posisi sungsang atau 

melintang serta terjadi pendarahan sebelum proses persalinan
20

.  

Bedah caesar disebut juga dengan c-section adalah proses persalinan dengan 

melakukan pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk 

mengeluarkan bayi. Bedah caesar umunya dilakukan ketika persalinan normal tidak 

memungkinkan karna beresiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah 

prosedurpersalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang 
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beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta 

bidan.
21

Sectio Caesarea, merupakan persalinan. 

Sectio Caesarea merupakan persalinan yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan 

keadaan pasien tidak mungkin melakukan kelahiran secara normal. Operasi Caesar 

dilakukan atas adanya pertimbangan yaitu :  

a.  Indikasi medis terhadap ibu, diantaranya sebelumnya pernah melakukan persalinan 

secara caesar, usia lanjut, panggul kecil, ketuban pecah lebih awal, adanya hambatan 

saluran lahir, kontraksi rahim berlebih, serta mengalami ketakutan. 

b.  Indikasi medis terhadap bayi, diantaranya letak bayi tidak sesuai, ukuran bayi 

terlalu besar, Indikasi medis faktor bayi meliputi bayi terlalu besar, bayi kembar, tali 

pusat tidak sesuai, bayi abnormal, palcenta serta gawat janin. 

Selanjutnya beberapa indikasi serta alasan yang mengharuskan dilakukan kelahiran 

caesar adalah : 

a. Kesulitan pada janin yang nyata 

b. Kesulitan pada ibu yang nyata 

c. Ganguan misal letak ari-ari dibawah atau sudah pecahnya saluran rahim 

d. Kelahiran bayi kembar 

e. Gagal induksi 

f. Upaya melahirkan dalam waktu lama atau gagal melanjutkan (distrosisi)  

g. Komplikasi 
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h. Ukuran bayi telalu besar 

i. Tulang selangkangan terlalu rapat 

j. Mengalami kegagalan lahir dengan alat  

k. Masalah pada  plasenta bayi maupun ibu  

l. Tulang selangkangan yang sempit  

m. Sebelumnya pernah melakukan persalinan secara caesar.  

n. Pernah terjadi permasalahan saat pemulihan atau pasca melahirkan serta adanya 

penyakit usus.
22

 

persalinan secara operasi caesar akan menyebabkan resiko dan dampak yang cukup 

umum di dalam dunia kedokteran. Resiko tersebut bisa terjadi pada ibu dan juga bayi, 

dan dapat di golongkan secara spesifik yaitu sebagai berikut : 

Risiko yang mungkin terjadi pada ibu 

1. Kemungkinan resiko jangka pendek 

a. Infeksi pada rahim 

b. Infeksi pada bekas jahitan 

c. Cidera pada pembuluh darah  

d. Cidera pada kandungan kemih 

e. Terjadinya pendarahan 

f. keloid 

g. Kemungkinan terjadi pembekuan darah 

h. Adanya air ketuban masuk ke bagian pembuluh darah 
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i. Kandung kemih mengalami kelumpuhan  

j. Mengalami kematian saat persalinan 

k. Terjadi pendarahan pada rongga tertentu (Hematoma)  

l. Terpilinnya usus 

m. Darah mengalami keracunan 

2. Kemungkinan resiko jangka panjang 

a.  Masalah psikologis ibu, seorang ibu yang sudah menjalani operasi caesar 

berdasarkan penelitian cenderung memiliki rasa khawatir atau negatif dan terkadang 

memiliki rasa tidak puas terhadap hasil operasi caesar. 

b.   Adanya pelekatan organ bagian dalam, tidak bersihnya lapisan permukaan pada 

noda darah menyebabkan kemungkinan terjadi pelekatan organ bagian dalam saat 

pasca operasi caesar. 

c.  Kehamilan yang dibatasi, di era sekarang dengan teknik operasi caesar yang sudah 

lebih maju ibu boleh melahirkan lebih dari pada umumnya yaitu tiga kali tetapi 

dengan catatan kemungkinan resiko dan komplikasinya menjadi lebih berat.
23

 

2.    Perjanjian Operasi Caesar 

Dalam perjanjian tentunya terdapat suatu syarat agar perjanjian tersebut menjadi sah 

dan diakui oleh hukum, Undang-Undang telah menentukan perjanjian yang diakui 

oleh hukum yaitu sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika 
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suatu perjanjian tidak memenuhi syarat maka tidak akan diakui oleh hukum walaupun 

perjanjian tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Sama halnya dengan 

pelaksanaan operasi caesar yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dikarnakan 

para pihak yaitu dokter dan pasien sebelum melaksanalan operasi caesar akan 

melakukan perjanjian. Dengan begitu sebagaimana berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata maka didalam perjanjian operasi caesar harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yaitu : 

a.  Suatu kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dalam mengikatkan diri.  

Perjanjian lahir pada saat telah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kedua 

belah pihak mengenai apa yang menjadi objek perjanjian dan hak hak pokok yang 

ditimbulkan, hal tersebut sejalan dengan asas konsensualisme yang dimana suatu 

persetujuan adalah hal yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Sebelum operasi 

caesar dilaksanakan maka dokter harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 

mengenai ketersediaan pasien untuk menyatakan kehendak dilakukan tindakan 

diagnosa oleh dokter. Dan kesepakatan tersebut harus tertuang secara tertulis dalam 

formulir persetujuan tindakan kedokteran yang nantinya akan menjadi suatu klausul 

perjanjian. Dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran pasien akan 

membubuhkan tanda tanggan yang artinya menyatakan telah bersedia dan setuju atas 

tindakan dokter begitupun dokter juga akan bertanda tangan di dalam formulir 

tersebut selanjutnya penandatanganan tersebut harus di lengakapi saksi minimal dua 

orang yaitu satu dari pihak keluarga pasien dan satu lagi dari instansi rumah sakit. 

Setelah hal tersebut dipenuhi maka dokter akan memiliki tanggung jawab terhadap 
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pasien dari sejak pasien menyatakan kesediannnya sampai pada proses penyembuhan, 

sama seperti halnya dengan transaksi terapeutik.  

b.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang akan membuat 

perjanjian maka menurut hukum seseorang tersebut harus cakap, artinya mampu 

melakukan tindakan hukum, tidak dibawah pengampuan siapapun dan telah dewasa. 

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian operasi 

caesar, berdasarkan hal tersebut maka menurut KUHPerdata seseoarang yang cakap 

hukum ialah telah berusia 21 tahun atau walaupun belum berumur 21 tahun tetapi 

sudah menikah. Ketentuan mengenai cakap hukum tertuang di dalam Pasal 1320 

KUHPerdata junto Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1947 dan Pasal 1320 junto 

Pasal 433 KUHPerdata. Sebagaimana hal tersebut didalam surat persetujuan tindakan 

medik menyatakan mengenai data diri terlebih dahulu dan pihak pasien maupun 

keluarga pasien harus mengisi data diri tersebut dengan begitu akan diketahui apakah 

bisa cakap atau tidak cakap untuk mengadakan suatu transaksi atau perjanjian. Dalam 

perjanjian operasi caesar yang dapat memberikan persetujuan adalah pasien itu 

sendiri apabila pasien tidak mampu maka persetujuan akan diwakilkan oleh 

keluarganya yang berhak dengan menuliskan hubungan terhadap pasien (sebagai 

suami, orang tua, atau wali). Pendamping memiliki peran sangat penting dikarnakan 

terkadang pasien sulit untuk berfikir lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatannya. 

Sedangkan kecakapan seorang dokter dapat dilihat dari Surat Tanda Registrasi (STR) 

dan tentuanya seorang dokter harus melakukan tindakan medis sesuai dengan 
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keahliannya seperti operasi caesar maka dokter spesialis kandungan atau SPog yang 

dinyatakan cakap dalam melakukan tindakan operasi caesar tersebut  

c.  Mengenai suatu hal tertentu.  

Ketika berbicara mengenai hal tertentu maka di dalam perjanjian terdapat objek 

perjanjian yang menjadi suatu hal tertentu. Objek perjanjian merupakan prestasi yang 

harus dipenuhi didalam perjanjian. Suatu hal tertentu menyangkut objek hukum atau 

bendanya. Didalam pelayanan medis yang menjadi hal tertentu adalah usaha 

penyembuhan. Dokter dalam hal ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelamatkan pasien dan usaha tersebut dikenal dengan istilah Inspannings 

Verbentenis yaitu dokter tidak memberikan janji ataupun jaminan akan berhasilnya 

suatu operasi caesar tetapi yang menjadi objek dari perjanjian operasi caesar adalah 

usaha maksimal yang dilakukan dokter dalam membantu  persalinan untuk 

menyelamatkan ibu maupun bayi yang ada di dalam kandungan 

d.  Suatu sebab yang halal.  

Isi dari perjanjian merupakan suatu sebab yang halal. Ketika pasien telah mengerti 

dan memahami isi perjanjian maka barulah perjanjian operasi caesar akan terjadi, 

dengan begitu pasien maupun dokter dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian 

tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan yang terpenting tidak menyimpang dari 

ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Saat pihak pasien 

menyatakan mengkehendaki tindakan pembedahan pada abdomen untuk 

menguluarkan bayi maka hal tersebut lah yang menjadi suatu sebab yang halal. 



28 
 

 
 

Sebagaimana berdasarkan syarat syarat sahnya perjanjian, jika didalam pelaksanan 

operasi caesar telah memenuhi unsur yang terdapat di dalam ketentuan KUHPerdata 

Pasal 1320 dengan begitu perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku bagi Undang-

Undang yang membuatnya. Dan ketika perjanjian tersebut telah disepakati maka 

berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian tersebut tidak lah dapat ditarik 

kembali dengan salah satu pihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau 

karna Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, artinya apabila perjanjian operasi 

caesar telah disetujui oleh pasien dan dokter jika pembatalan dilakukan oleh salah 

satu pihak hal tersebut akan dianggap tidak sah. 

Informed Consent 

Seringkali kita mendengar istilah Informed Consent dalam dunia kedokteran, terdapat 

arti dari istilah tersebut. Informed memiliki arti berupa informasi serta penjelasan, 

sedangkan consent memiliki arti setuju atau memberikan izin. Dengan begitu 

informed consent merupakan suatu persetujuan yang diberikan jikalau telah 

mendapatkan informasi, dan bisa juga dikatakan informed consent adalah pernyataan 

setuju dari pasien secara masuk akal dan bebas tentunya dengan informasi diberikan 

kepada pasien sudah jelas dimengerti dan dipahami olehnya.
24

 

Informed Consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak 

dalam tindakan kedokteran, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 

dalam menegakkan diagnosis serta memberikan obat, menolong pasien, menolong 
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persalinan, melakukan suntikan, melakukan pembiusan, serta melakukan pembedahan 

dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Informed Consent adalah sebuah 

persetujuan yang diberikan pasien terhadap dokter yang bersangkutan dalam suatu 

tindakan medis. Kewajiban dokter merupakan hak bagi pasien, dojter wajib 

memberikan iformasi dengan sejelas jelas nya baik diminta maupun tidak diminta. 

Informasi tersebut lah yang menjadi salah satu hak pasien yang diakui oleh Undang-

Undang
25

 

Pada umumnya di rumah sakit Informed Consent berbentuk sebuah formulir 

persetujuan, Informed Consent dibuat berdasarkan prinsip autonomi yang yang 

memiliki prinsip pada martabat manusia dimana otonomi dan intregitas pribadi pasien 

dilindungi dan dihormati. Walaupun hanya sebuah formulir tetapi formulir 

tersebutlah yang nantinya akan menjadi proses komunikasi antara dokter dan pasien. 

Tercapainya kesepakatan merupakan dasar dari seluruh proses informed consent, 

sesungguhnya informed consent tidak hanya sebuah pendokumentasian dan 

pengukuhan dari apa yang telah disepakati. Tujuan dokter memberikan informasi 

yang lengkap yaitu agar pasien dapat memutuskan keputusannya sendiri sesuai 

dengan pilihannya sendiri (informed decesion). Oleh sebabnya pasien dapat menolak 

tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. 
26

 

Pengertian dokter berasal dari bahasal latin yaitu Docere berarti mengajar atau 

mengedukasi, dapat mengeduksi pasien yang awalanya tidak tahu menjadi tahu akan 
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kondisi kesehatannya dan pasien berhak memilih tindakan atas apa yang akan 

dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan, pengobatan. Pasien dan dokter bukan 

menjalin interaksi satu arah dikarnakan dokter tidak dapat memaksakan kehendak 

atas tindakan medis. Tetapi agar tercipta kepercayaan antara pasien dan dokter maka 

terdapat suatu rahasia medis paaien yang menjadi salah satu hak pasien yaitu dokter 

tidak boleh mengumbar hasil pemeriksaan pasien didepan umum hal tersebut dapat 

membuat dokter melakukan pelanggaran kode etik.
27

 

Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 pada Pasal 52 

menyatakan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran 

memiliki hak " 

1.  Pada Pasal 45 ayat (3) menerima penjelasan secara lengkap mengenai tindakan 

medis. 

2.  Meminta pendapat dokter lain (second opinion)  

3.  Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;  

4.  Menolak tindakan medis; dan  

5.  Mendapatkan isi rekam medis.  

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 ayat (1) 

setiap orang berhak menerima atau menolak, sebagian atau seluruh tindakan 

pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami 

informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Menurut Undang-Undang 
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Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 68, Persetujuan Tindakan 

Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut : 

(1)  Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga 

Kesehatan harus mendapat persetujuan. 

(2)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat 

penjelasan secara cukup dan patut.  

(3)  Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: 

a. tata cara tindakan pelayanan;  

b. tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;  

c. alternatif tindakan lain;  

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan  

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 

4)   Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara 

tertulis maupun lisan.  

(5) Tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan 

dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak  

memberikan persetujuan.  

(6) Ketentuan mengenai mengenai tata cara persetujuan tindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Persetujuan 

Tindakan Kedokteran adalah sebagai berikut.  

1.  Mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan medis.  

2.  Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. 
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3.  Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.  

4.  Menolak tindakan medis 

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran 

dilaksanakan adalah:
28

 

1.  Diagnosa yang telah ditegakkan. 

2.  Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan. 

3.  Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. 

4.  Resiko-resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran 

tersebut. 

5.  Konsekwensinya bila tidak dilakukan tindakan tersebut dan adakah alternatif cara 

pengobatan yang lain. 

6.  Biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut. 

Suatu persetujuan dianggap sah apabila: 

1.  Pasien telah diberi penjelasan/ informasi 

2. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk 

memberikan keputusan/persetujuan 

3.  Persetujuan harus diberikan secara sukarela. Informed Consent merupakan suatu 

bentuk dari menghargai sesama manusia, dengan berbuat baik melalui penilaian 

risiko dan keuntungan tindakan medis, serta suatu keadilan pada mana pilihan 

tindakan medis diberikan pada subjek, pasien. Ungkapan risiko dan keuntungan 

tindakan medis kadang merupakan masalah, karena demikian banyak resiko, begitu 
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pula keuntungan tindakan medis, yang selain banyak menyita waktu untuk penjelasan 

adalah juga kadang membingungkan pasien dan keluarga. Umumnya resiko yang 

dikemukakan adalah yang dapat dipahami oleh pasien dalam memutuskan suatu 

pilihan dengan alternatif tindakan medis lainnya, jadi nampaknyahanya risiko dan 

keuntungan yang dapat dimengerti oleh pasien yang harus dikemukakan
29

 

3.    Hubungan hukum dokter dengan pasien 

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan mengenai tujuan hukum yaitu suatu ketertiban 

serta tercapainya keadilan di dalam masyarakat. Menurut Subekti hukum itu 

merupakan pengabdian akan tercapainya tujuan negara supaya terjadi kemakmuran 

dan kebahagian terhadap rakyat. Agar dapat mengabdi kepada tujuan negara maka 

perlu diselenggarakan keadilan dan ketertiban. Hukum pada hakikatnya didasarkan 

untuk mengkehendaki adanya penataan hubungan antar manusia yang satu dengan 

manusia lainnya dan antar manusia dengan masyarakat.
30

 Sama hal nya seperti 

hubungan antara dokter dan pasien, dokter ialah yang memiliki kewenangan serta izin 

dalam  melakukan pelayanan medis menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan 

khususnya untuk memeriksa dan mengobati penyakit pasien.
31

  

Suatu profesi kedokteran merupakan ilmu yang dimiliki oleh seseorang tertentu serta 

berkaitan dengan kesejahtaraan manusia, dikarnakan ketika manusia memiliki 

kesehatan yang baik maka ia mampu untuk bekerja dan meningkatkan 
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kesejahtraannya. Dalam profesi kedokteran dokter senantiasa harus menjalankan 

perintah moral  dan intelektual. Ketika seseorang telah menjadi dokter maka harus 

bisa melayani pasien yang sakit agar bisa mendapatkan kesehatannya kembali baik 

dengan cara pencegahan maupun derajat kesehatan pasien.
32

 

Dokter maupun pasien memiliki hak yang sepadan untuk mengutarakan maksud aerta 

harapannya. Tidak seperti hubungan bawahan dan atasan dan juga tidak ada yang 

inferior dan superior. Adapun hubungan yang dimaksud berupa sebagai berikut : 

a.  Hubungan berdasarkan transaksi terapeutik (adanya kesepakatan, kecakapan, hal 

tertentu, sebab yang halal)  

Bahder Johan Nasution 
33

 mengatakan transaksi terapeutik berbeda dengan transaksi 

yang biasa dilakukan masyarakat. Transaksi terapeutik merupakan suatu hubungan 

hukum antara dokter dan pasien yang melahirkan kewajiban dan juga hak-hak. 

Transaksi terapeutik memiliki sifat dan ciri yang berbeda yaitu terletak pada suatu 

objeknya. Objeknya yaitu suatu upaya dalam mencari terapi yang tepat dalam 

penyembuhan pasien. Berdasarkan hukum objek dalam transaksi terapeutik bukanlah 

kesembuhan pasien melainkan perikatan dikarnakan didalam transaksi terapeutik 

terdapat para pihak yang mengikatkan diri. Yaitu pasien sebagai pihak yang 

menerima pelayanan medis dan dokter yang melaksanakan atau memberikan 

pelayanan medis.
34
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b.  Hubungan karena Undang-Undang (zaakwarnening) 

Zaakwarning ialah ketika seseorang dengan keinginannya melakukan suatu hal tanpa 

di tugaskan serta mewakili urusan seorang lain tanpa sepengetahuan seorang lain 

tersebut dengan begitu ia secara tidak langsung mengikatkan dirinya untuk 

meneruskan ataupun menyelesaikan urusan itu, hal tersebut terumuskan di dalam 

Pasal 1352 KUHPerdata. Ketika berbicara mengenai tindakan kedokteran maka 

seringkali terdapat suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter seperti dokter 

melakukan malpraktik. Malpraktik bukanlah akibat dari zaakwarning hal tersebut 

dikatakan oleh Adami Chazawi yang menyatakan zaakwarning ada karna Undang-

Undang oleh karnanya zaakwarnending merupakan bentuk perikatan hukum yang 

lahir dari suatu Undang-Undang.  

Zaakwarnening memiliki kesamaan dengan onrechtmatige daad (perbuatan melawan 

hukum) tetapi memiliki perbedaan yaitu onrechtmatige daad dapat menyebabkan 

malpraktik perdata dokter sedangakan zaakwarnending bukanlah penyebab lahirnya 

suatu malpraktik kedokteran. Suatu hubungan hukum dokter dan pasien yang terjadi 

karna Undang-Undang mewajibkan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan 

kepada pasien, sebagai contoh dalam keadaan emergency maka dokter harus 

menolong pasien sehingga ketentuan mengenai hubungan hukum dokter dan pasien 

yang didasarkan atas Undang-Undang tidak menghasilkan suatu perikatan hasil 
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(resultaans verbentenis) melainkan yang akan dihasilkan adalah perikatan usaha 

(inspanings verbentinis)
35

 

4.    Hak Serta Kewajiban Dokter dan Pasien 

Hak Dokter 

Dalam praktik kedokteran antara lain : 

a.  Hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan tugas sesuai standar 

pelayanan, standar operasional prosedur, kebutuhan medis pasien (Pasal 50 (a) UU 

Praktik Kedokteran) 

b.  Memberikan pelayanan medis sesuai standar pelayanan, standar operasional 

prosedur, kebutuhan medis pasien ( Pasal 51 (a) UU Praktik Kedokteran) 

c.  Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya ( Pasal 

50 (c) UU Praktik Kedokteran) 

Kewajiban Dokter 

Dalam praktik kedokteran anatara lain : 

a.  Memberikan pelayanan medis menurut standar profesidan standar prosedur 

operasional ( Pasal 50 (b) UU Praktik Kedokteran) 

b.  Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan lebih baik  

(Pasal 51 (b) UU Praktik Kedokteran) 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga 

setelah pasien meninggal dunia (Pasal 51 (c) UU Praktik Kedokteran) 
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d.  Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan(Pasal 51 (d) UU 

Praktik Kedokteran) 

e.  Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran 

(Pasal 51 (e) UU Praktik Kedokteran) 

f.   Membuat rekam medis(Pasal 48 (I) UU Praktik Kedokteran) 

g.  Menyimpan rahasia kedokteran pasien(Pasal 48 (I), Pasal 51 (c) UU Praktik 

Kedokteran) 

Hak Pasien 

Terkait persetujuan tindakan kedokteran anatara lain : 

a.  Hak untuk menerima informasi adequat (informasi memadai) tentang tindakan 

yang hendak dilakukan dokter (Pasal 45 ayat 3 UU Praktik Kedokteran) 

b.  Hak pasien untuk memberi/menolak persetujuan tindakan kedokteran(Pasal 45 (1), 

(2) dan Pasal 52 (d) UU Praktik Kedokteran) 

c.  Hak atas rahasia kedokterannya (Pasal 48 UU Praktik Kedokteran) 

d.  Hak untuk meminta pendapat yang kedua (second opinion) dari dokter lain 

(Pasal 52 (b) UU Praktik Kedokteran) 

e.  Hak layanan sesuai kebutuhan medis pasien (Pasal 52 (c) UU Praktik Kedokteran) 

f.  Hak atas isi rekam medis bukan dokumen rekam medis (biasanya diwujudkan 

dalam bentuk resume medis)(Pasal 47, Pasal 52 (e) UU Praktik Kedokteran) 

Kewajiban Pasien 

a.  Kewajiban untuk memberi informasi yang lengkap jujur tentang masalah 

kesehatannya (Pasal 53 (a) UU Praktik Kedokteran) 
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b.  Kewajiban mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan memenuhi ketentuan yang 

berlaku di sarana pelayanan kesehatan (Pasal 53 (b), (c) UU Praktik Kedokteran) 

c.  Kewajiban untuk membayar imbalan jasa atas pelayanan diterimanya ( Pasal 53 

huruf d UU Praktik Kedokteran ) 

5.    Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dan Dokter 

1.    Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit 

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam praktik layanan kesehatan dan praktik 

kedokteran di Indonesia sebaiknya tidak menyimpang dari Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
36

 

Tanggung jawab rumah sakit di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang 

Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum 

terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan di rumah sakit. Pertanggungjawaban yang terpusat kepada rumah 

sakit juga dipertegas didalam Pasal (q) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak, salah 

satunya adalah menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga 

memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik perdata ataupun pidana. 
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Rumah sakit adalah tempat bekerjanya para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang 

profesional, dan dalam melaksanakan kegiatan profesi tersebut harus berdasarkan 

kode etik dan lafal sumpah profesinya. Hal tersebutlah yang menjadikan rumah sakit 

dianggap mampu serta dituntut untuk mengelola kegiatannya yang dilakukan tenaga 

propesional di bidang kesehatan dengan mengutamakan tanggung jawab khusunya 

dalam menjalankan tugas serta kewanagannya.
37

 

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit diharuskan 

untuk menjunjung tinggi etika profesi, dapat menghormati hak pasien, 

mengutamakan kepentingan pasien dan juga melaksanakan pelayanan kesehatan 

berdasarkan standar profesi,  standar oprasional prosedur, serta standar pelayanan 

rumah sakit. Dalam praktiknya tidak semua layanan medis di rumah sakit 

memberikan hasil sesuai dengan harapan pasien.
38

 Kadang kala dalam pelayanan 

kesehatan terjadi kelalaian tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang 

mengakibatkan kerugian pasien seperti cacat, lumpuh, atau bahkan meninggal dunia.  

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 Ayat (1) menyatakan 

bahwa "seseorang berhak menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara kesehatan dan 

atau tenaga kesehatan yang telah menimbulkan kerugian akibat kelalain dan lesalahan 

dalam pelayanan kesehatan yang telah di terimanya" Sebagaimana hal tersebut dapat 

dilihat bahwa penuntutan ganti rugi ini, baik akibat karna kesalahan (kesengajaan) 
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ataupun karna kelalaian dalam pelayanan kesehatan, penuntutan tersebut ditujukan 

kepada seseorang, tenaga kesehatan, maupun penyelenggara kesehatan (rumah sakit). 

Tetapi hal lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 

2009 yang menyatakan penuntutan kerugian hanya ditujukan kepada pihak 

penyelenggara kesehatan (rumah sakit), yang diakibatkan sscara khusus karena 

kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
39

 

Undang-Undang Rumah Sakit pada Pasal 46 menyatakan bahwa "Rumah sakit akan 

bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga 

kesehatan akibat kelalaiannya yang dilakukan di rumah sakit". Terhadap Pasal 46 

tersebut telah memberikan jaminan kepada pasien agar hak-hak pasien terjaga serta 

terlindungnya tenaga kesehatan. Jaminan yang dimaksud adalah pasien dapat 

meminta pertanggungjawaban kepada rumah sakit apabila mendapatkan kelalaian 

yang diterima akibat kelalaian yang di timbulkan oleh tenaga kesehatan dalam 

memberi pelayanan kesehatan.  

Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

pada Pasal 58 yang menyatakan bahwa pasien dapat menuntut serta menggugat 

tenaga kesehatan maupun badan layanan kesehatan apabila pasien mengalami 

kerugian akibat kelalaian ataupun kesengajaan dalam pelayanan kesehatan. Tetapi 

pada Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit secara jelas membatasi bahwa rumah 

sakit hanya bertanggung jawab terhadap kelalaian yang diakaibatkan oleh petugas 
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kesehatan yang melakukan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan tanggung 

jawabnya di rumah sakit.  

Pasien dan rumah sakit saat mendapatkan kerugian yang ditimbulkan dari kelaian 

dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sama-sama subjek hukum yang bisa 

dikenai kewajiban dan juga hak. Hukum yang mengatur kepentingan kepentingan 

individu yaitu antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya 

adalah hukum privat (hukum perdata) yang memiliki ranah untuk melindungi hak 

individu. Oleh karena itu yang mengatur peristiwa hukum ini ialah yang terdapata di 

dalam KUHPerdata Pasal 1637 yang menyatakan bahwa "Seorang majikan serta 

mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelayanan pelayanan 

atau bawahan-bawahan mereka di mana melakukan pekerjaan terhadap orang-orang 

yang dipakainya.”
40

 

Dalam buku Perbuatan Melawan Hukum yang di tulis oleh M.A Moegini Djojodirjo 

mengatakan bahwa tanggung jawab dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak 

hanya suatu tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, melainkan juga kepada 

seseorang diluar ikatan kerja yang telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan tertentu apabila seseorang yang di perintahkan melakukan 

pekerjaan dapat melakukan pekerjaan dengan berdiri sendiri baik atas pimpinannya 

maupun telah melakukan pekerjaan atas petunjuknya. 
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Berdasarkan Pasal 1601 a KUHPerdata, tanggung jawab majikan atas perbuatan-

perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya yaitu : "Persetujuan 

perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak buruh mengikatkan dirinya 

dibawah perintah pihak lain (majikan) untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah".
41

 

Kesimpulan mengenai perbandingan antara Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit 

Nomor 44 Tahun 2009 dengan Pasal 1367 KUHPerdata ayat (3) yaitu Pasal 46 

merupakan suatu turunan dari Pasal 1367 ayat (3) KUHPer yang berlaku khusus 

untuk kalangan rumah sakit atau Pasal 46 tersebut berlaku secara lex spesialis. Dan 

juga sejalan denga doktrin respondet superior yang mengandung arti bahwa majikan 

adalah orang yang memiliki hak dalam memberikan instruksi serta mengontrol 

tindakan bawahannya, baij atas hasil yang dicapai maupun tentang cara yang 

digunakan.
42

 

Disamping itu dengan adanya suatu perkembangan didalam hukum kesehatan serta 

adanya kecanggihan teknologi di dunia kedokteran maka rumah sakit tidak dapat 

terlepas dari tanggung jawab terhadap pegawainya.
43

 Tanggung gugat hukum yang 

ditujukan kepada rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan tidaklah 

menghapuskan tanggung jawab oleh petugas kesehatan termaksud melakukan 

kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 
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KUHPerdata, yang memberikan tanggung jawab kepada petugas kesehatan jika 

melakukan kelalaian mengakibatkan kerugian bagi pasien. Pasal tersebut 

menyebutkan "Tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, maka 

seseorang yang mengakibatkan kerugian tersebut wajib karena salahnya menganti 

kerugian yang diperbuat" 

Gugatan perdata atau tuntutan yang dapat ditujukan kepada rumah sakit seperti yang 

telah dibahas sebelumnya yaitu : 

a.  Tanggung gugut wanprestasi atau cidera janji (contractual liability) diatur dalam 

pasal 1239 KUHPerdata.  

b.  Tanggung gugat perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam 

pasal 1365 KUHPerdata  

Berdasarkan yuridis, mengenai konsep ganti rugi dalam hukum dikenal sebagai 

berikut :
44

 

a.  Adanya Konsep ganti rugi wanprestasi; 

b. Adanya komsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang 

termaksuk ganti rugi perbuatan melawan hukum. 

Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat (1) menyatakan 

"setiap orang mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga 

kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian akibat 
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kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya." berdasarkan 

Pasal tersebut maka pasien maupun keluarga pasien dapat menuntut ganti rugi dalam 

pelayanan kesehatan. 

Ganti rugi yang biasa digunakan dalam gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan 

maupun rumah sakit diberbagai kasus yaitu terdapat dua ganti rugi diantara sebagai 

berikut:
45

 

1).  Ganti Rugi Materil 

Dalam hal ini pasien mengalami kerugian didalam pelayanan medis secara nyata 

diderita oleh pasien dapat diganti dan dihitung secara matematis seperti adanya 

kompensasi berupa ganti rugi sejumlah uang. 

2).  Ganti Rugi Immateriil 

Dalam hal ini kerugian yang dialami oleh pasien tidak dapat dihitung jumlahnya, dan 

tidak dapat dituntut berdasarkan wanprestasi seperti contoh pasien mengalami 

penderitaan sakit berupa kehilangan bagian tubuh, mengalami cacat, ketakutan, 

kesedihan, kehilangan kebahagiaan serta kematian pasien. 

Dapat disimpulkan bahwa kerugian materil merupakan ketentuan ganti rugi 

berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata yaitu wanprestasi yang diakibatkan oleh 

kerugian berupa biaya dan harus terpenuhinya adanya suatu cidera janji atau tidak 

terpenuhinya isi perjanjian terapeutik sedangkan ganti rugi immateril dibebankan 

pada perbuatan melawan hukum. 
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Perjanjian terapeutik yang telah disepakati antara dokter dengan pasien nantinya akan 

menimbulkan suatu perikatan diantara mereka dimana terdapat suatu prestasi yang 

harus dipenuhi dokter maupun tenaga kesehatan yang tentunya harus berdasarkan 

kesungguhan, kehati-hatian, kecermatan dengan berpedoman pada ilmu dan 

keterampilan serta pengalaman sebagai dokter maupun tenaga kesehatan dalam 

melakukan suatu tindakan medis kepada pasien. Dokter maupun tenaga kesehatan 

diharuskan untuk memenuhi standar profesi, standar operasional prosedur, maupun 

standar pelayanan medis dan jika ketiga hal tersebut telah dipenuhi maka dokter 

maupun tenaga kesehatan dapat terbebas dari tuntutan hukum apabila pasien 

mengalami kerugian. 

Terdapat tiga aspek hukum dalam pertanggung jawaban hukum rumah sakit 

diantaranya yaitu, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dari 

aspek hukum perdata pertanggungjawaban penyelenggara kesehatan (rumah sakit) 

terkait hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit. Dari aspek 

hukum administrasi berkaitan dengan ketentuan administrasi rumah sakit dalam 

memperkerjakan petugas kesehatan yaitu adanya persyaratan yang wajib dipenuhi. 

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit bisa 

dikenai sanksi berupa teguran, tidak diberikan perpanjangan izin operasional serta 

denda pencabutan izin. Dan yang terakhir dari aspek hukum pidana yaitu yang 

berkaitan jika kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga medis yang memenuhi sutu 

unsur. Unsur tersebut yaitu adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum serta 

unsur-unsur lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana.  
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2.    Pertanggungjawaban Hukum Dokter 

Walaupun dokter dituntut agar dapat profesional dalam menjalani profesinya tetapi 

tidak dapat dipungkiri sebagai manusia biasa seorang dokter pun masih bisa berbuat 

kesalahan baik itu secara kesengajaan ataupun karna kelalaiannya didalam kesalahan 

profesi maupun pelanggaran etik. Oleh karena itu diperlukan suatu badan khusus atau 

hukum disipliner yang berwenang dalam tindakan dokter. Suatu norma adalah aturan 

yang ada didalam masyarakat begitu juga di dalam dunia kedokteran maka terdapat 

norma-norma etika kedokteran yang berfungsi sebagai petunjuk terhadap prilaku baik 

dan buruk dalam menjalankan profesi kedokteran. Sebagaimana hal tersebut terdapat 

dua peraturan yang menjadi landasan suatu praktik dokter di Indonesia yang 

didasarkan atas norma-norma etika diantaranya yaitu: 
46

 

a.  Lafal sumpah jabatan kedokteran (Peraturan Pemerintah Nomir 26 Tahun 1960)  

b.  Kode Etik Kedoktetan Indonesia KODEKI (Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983) dalam hal ini Indonesia 

memiliki suatu badan yang bertugas untuk mengawasi etika kedokteran, yang 

diantaranya yaitu : 

1.  Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)  

Merupakan badan khusus yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 AD/ART Ikatan 

Kedokteran Indonesia (IDI) serta suatu dari organisasi profesi Ikatan Dokter 
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Indonesia (IDI). Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mempunyai kekuasaan dan 

kewenangan untuk melakukan bimbingan, penilaian, pengawasan, dalam pelaksanaan 

etika kedokteran. Dan memiliki kewajiban diantaranya memperjuangkan serta 

mempertahankan etika kedokteran agar dapat ditegakkan di Indonesia. Majelis 

Kehormatan Etik Indonesia mempunyai tugas memberi saran dan usul kepada 

pengurus Ikatan Dokter Indonesia.
47

 

2.  Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)  

Merupakan badan lembaga pembinaan dalam Praktik Kedokteran Indonesia. Didalam 

Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 4 sampai 26 menyatakn Konsil 

Kedokteran Indonesia dibentuk dan bertugas menjadi registrator dokter dan dokter 

gigi yang sudah teregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia, setelah itu baru dapat 

diperbolehkan mengajukan izin ke pemerintah Indonesia untuk melakukan praktik 

kedokteran.  

3.  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 

Merupakan badan lembaga yang menetapkan serta menentukan ada tidaknya 

kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi serta yang memberikan sanksi. 

Didalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 66 menyatakan suatu pengaduan 

dapat dilakukan oleh siapa saja yang merasa dirugikan serta yang mengetahui telah 

terjadi pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Artinya 

pengaduan terhadap masalah disiplin ini tidak menghilangkan kesempatan pada 

seseorang tersebut untuk melaporkan dokter atau dokter gigi ke pihak yang 
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berwenang terhadap dugaan pelanggaran etika, baik secara gugatan pidana maupun 

gugatan perdata. Jadi tidak dapat dipungkiri bisa saja dalam waktu bersamaan atau 

pada suatu kasus perkara seorang dokter atau dokter gigi dapat menghadapi perkara 

perdata, pidana maupun pelanggaran disiplin serta pelanggaran etika.
48

 

Tanggung jawab dokter dalam suatu hukum pidana  

Perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai criminal malpractice apabila 

memenuhi rumusan unsur-unsur delik pidana dimana perbuatan tersebut harus 

merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa 

kealpaan, kesengajanan, dan kecerobohan. Dalam tindak pidana biasa dan tindak 

pidana medis memiliki perbedaan yang sangat penting. Pada tindak pidana biasa yang 

akan dilihat adalah akibat dari kesalahan seseorang sedangkan pada tindak pidana 

medis adalah penyebab dari suatu kesalahan karna walaupun berakibat fatal tetapi 

tidak ada unsur kesalahan dan kelapaan, maka dokter tidak dapat dipersalahkan.
49

 

Tanggung jawab hukum perdata karena wanprestasi  

Berdasarkan hukum perdata maka dokter dan pasien memiliki suatu hubungan yaitu 

perikatan hukum (vernbintenis). Perikatan adalah suatu hal yang mengikat antara 

subjek hukum yang satu dengan subjek hukum  lainnya. Perikatan hukum ini terdapat 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata junto Pasal 1234 KUHPerdata bahwa perikatan yang 

dimaksud ialah sebuah ikatan antara subjek hukum atau lebih untuk melakukan 
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun tidak memberikan sesuatu. Hal yang 

dapat dikatakan sebagai wanprestasi di dalam pelayanan medis ialah sesuatu yang 

dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik, ketika pasien yang tidak sembuh 

maka bukan menjadi alasan wanprestasi bagi dokter selama perlakukan medis yang 

diberikan dokter tidak menyimpang dari standar operasional prosedur dan standar 

profesi hal tersebut dikarnakan dalam hubungan dokter dan pasien tidak 

mengakibatkan perikatan hasil (resultans verbentinis) melainkan hubungan yang 

memuat kewajiban terhadap perlakuan medis dengan sebaik-baiknya secara maksimal 

dengan prinsip kehati-hatian serta tidak salah langkah atau prosedur (berdasarkan 

standar profesi dan standar operasional prosedur) dalam pelayanan medis dokter tidak 

menjaminkan suatu hasil, tetapi yang menjadi objek dari perjanjian berupa usaha 

penyembuhan yang dikenal dengan istilah perikatan usaha (inspanings verbentenis).
50

 

Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh ganti rugi 

atas kerugian yang diderita pasien akibat adanya wanpredtasi dari tindakan dokter 

dalam memberikan pelayanan medis. 

Tanggung jawab dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum 

Apabila pasien merasa dirugikan terhadap pelayanan medis yang diberikan oleh 

dokter terhadap dirinya dan didalam tindakan medis tersebut terdapat kesalahan maka 

pihak pasien dapat menuntut adanya ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan 

hukum. Pasien dapat menggugat dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang 

menyatakan : 
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"setiap perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian terhadap orang lain, 

mewajibkan orang lain yang karna salahnya menimbulkan kerugian itu untuk 

mengganti kerugian tersebut" 

Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenai perbuatan melawan hukum 

yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud 

kesalahan ialah bisa dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dokter, baik dalam 

keadaan berbuat serta tidak berbuat sesuatu. Kerugian yang dialami oleh pasien 

adalah kesalahan yang dapat dibuktikan, baik dalam ilmu kedokteran maupun dari 

sudut ilmu hukum.
51

 

Seorang dokter selain dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang 

telah disebutkan diatas maka dokter juga dapat dituntut karena kelalaiannya yang 

mengakibatkan kerugian terhadap pasien hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 

KUHPerdata yang menyatakan : "setiap orang bertanggung jawab tidak saja 

diakibatkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang diakibatkan karena 

kelalaian atau kurang hati-hatinya" seperti contoh misalnya dalam sebuah kasus jika 

seorang dokter ahli bedah salah melakukan operasi, daerah yang sakit dibagian kiri 

tetapi dokter melakukan kesalahan dengan membedah bagian sebelah kanan yang 

mengakibatkan kerugian terhadap pasien yang harus dibayar oleh dokter ahli bedah 
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karna kelalaiannya. Perbuatan yang demikian bisa dapat digolongkan sebagai 

perbuatan melawan hukum.
52

 

Tanggung jawab dokter dalam hukum administrasi  

Seoarang dokter harus mempunyai surat izin praktik. Hal yang dikatakan termaskud 

dalam pelanggaran administratif malpractice jika seorang dokter tersebut melanggar 

hukum tata usaha negara. Ketika seorang dokter tidak mempunyai izin praktik, 

melakukan tindakan medis sesuai dengan izin yang dimiliki, melakukan praktik 

dengan izin yang sudah tidak berlaku lagi serta tidak membuat rekam medis, maka 

dapat dikenai sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan atau tulisan, dan dapat 

pula medapatkan pencabutan izin praktik.
53

 

Berdasarkan peraturan yang berlaku,  seseorang yang telah mendapatkan gelar 

kedoktetan artinya sudah lulus dan wisuda dengan begitu tidak secara otomatis 

diperbolehkam melakukan pekerjaan dokter tetapi terlebih dahulu harus mengurus 

lisensi, karena tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang melampaui batas 

kewenangan. Seperti contoh walaupun dokter kandungan mampu melakukan operasi 

amandel namun izin yang diberikan tidak membenarkan dokter kandungan 

melakukan tindakan tersebut. Jikalau ketentuan tersebut dilanggar maka dokter 
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dianggap melakukan administratif malpratice dan akan dikenai sanksi adminsitrasi 

misalnya pembekuan izin ataupun bentuk administrasi lainnya.
54
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C.    Profil Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten  

Lampung Tengah 

 

a.    Sejarah 

Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD-DSR) merupakan rumah 

sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang berlokasi di jalan raya 

lintas sumatera kelurahan terbanggi agung, kecamatan gunung sugih kabupaten 

Lampung Tengah. Sebelumnya RSUD-DSR adalah pengembangan dari Puskesmas 

Gunung Sugih yang pernah melaksanakan kegiatan layanan rawat inap, pemeriksaan 

dan pengobatan secara rutin berkala oleh dokter spesialis, serta pernah melaksanakan 

kegiatan operasi katarak dan khitanan massal. Dengan didirikannya rumah sakit oleh 

Pemerintah, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

baik, sehingga dapat meningkatkan Kesehatan bagi masyarakat Lampung Tengah. 

RSUD-DSRresmi dioperasionalkan pada tanggal 28 Agustus 2005 berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Nomor: 263/KPTS/11/2005, yang kemudian disusul dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 tentang izin 

pendirian bangunan. Pada tahun 2007, terbit Peraturan Daerah Nomor: 12 tahun 

2007, mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, yang 

selanjutnya disusul Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 

tanggal 31 Januari 2007 Nomor: 143/Menkes/SK/I/2007, tentang Penetapan Kelas 

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya menjadi Rumah Sakit Kelas C. Tahun 
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2011, keluarlah Peraturan Daerah Nomor: 08 Tahun 2011, tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. 

b.Data Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) RSUD-DSR 

Kode Pusat  : 1805034 

Kode   : R1805034 

Nama   : RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya 

Tipe Fasyankes : Rumah Sakit 

Kelas   : Kelas C 

Provinsi  : Lampung 

Kabupaten  : Lampung Tengah 

Kecamatan  : Gunung Sugih 

Alamat :Jl. Raya Lintas Sumatera Kampung Terbanggi 

AgungKec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah 

Kode Pos  :34162 

c.Data SDMK di RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya 

1. Medis   : 38 

2. Psikologis Klinis   : 0 

3. Keperawatan   : 217 

4. Kebidanan  : 56 

5. Kefarmasian   : 18 

6. Kesehatan Masyarakat  : 7 

7. Gizi   : 6 
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8. Kesehatan Lingkungan  : 10 

9. Keterapian Fisik  : 4 

10. Keteknisan Medis  : 7 

11. Teknik Biomedika : 21 

12. Struktual   : 7 

13. Dukungan Manajemen : 286 

d. Instalasi Rumah Sakit 

1.   Instalasi Gawat Darurat.  

2.   Instalasi Rawat Jalan.  

3.   Instalasi Rawat Intensif.  

4.   Instalasi Bedah.  

5.   Instalasi Keperawatan 

6.   Instalasi Rekam Medik 

7.   Instalasi Radiologi Gizi 

8.   Instalasi Farmasi 

9.   Instalasi Patologi Klinik 

10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 

11. Instalasi Persalinan 

12. Instalasi Kandungan 

13. Instalasi Laboratorium
55
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D.    Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Keterangan : 

Perjanjian operasi caesar antara pasien dengan dokter pada rumah sakit. Dokter 

bertindak atas nama rumah sakit, dengan begitu dokter akan menjelaskan tentang 

Informed Consent  kepada pasien. Setelah Informed Consent dijelaskan, pasien akan 

memberikan pernyataan yang nantinya akan ditandatangani di dalam Informed 

Consent, penandatangan tidak hanya dilakukan oleh pihak pasien melainkan dokter 

juga ikut serta menandatangani Informed Consent tersebut. Dalam Pasal 1313 

KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih” Ketika pasien menyatakan setuju dalam Informed Consent maka terjadi 

perjanjian yang dimana nantinya menimbulakan suatu perikatan antara dokter dan 

pasien. Karna terdapat dua pihak yaitu dokter dan pasien yang berjanji dan setuju 

untuk berbuat dan melakukan sesuatu maka akibat dari perjanjian akan terjadi suatu 
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perikatan diantara mereka. Perikatan tersebut dapat dilihat saat pelaksanaan dan pasca 

operasi caesar maka terdapat tanggung jawab dokter beserta rumah sakit apabila 

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan operasi caesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian hukum adalah  proses  menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. 
56

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian hukum yang mengkaji aturan dan norma disebut  penelitian normatif atau 

disebut juga penelitian  hukum empiris, yang dilakukan dengan menyelidiki secara 

langsung penerapan  hukum dan norma hukum dalam konteks penegakan hukum 
57

 

Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada persoalan hukum mengenai adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan ( das sollen) dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
58

 Jika studi 

hukum normatif  menggunakan bahan pustaka hanya sebagai data sekunder, maka 

studi hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data masukan dan 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian ini merupakan 

kombinasi dari dua metode penelitian hukum: penelitian hukum normatif empiris.  

yang akan menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian operasi caesar antara pasien 

dengan dokter di RSUD Demang Sepulau Raya.  
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B. Tipe Penelitian 

Penelitian ini dianalisis dalam penelitian deskriptif. Penyelidikan hukum deskriptif  

dilakukan dengan penjelasan-penjelasan untuk memperoleh gambaran yang utuh 

tentang keadaan hukum yang berlaku pada suatu lokasi tertentu  dalam 

masyarakat.
59

Tipe penelitian hukum normatif-empiris ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanan perjanjian operasi caesar 

C.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini menggunakan  pendekatan yang meliputi pendekatan 

hukum dan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum pelaksanaan perjanjian operasi 

caesar antara pasien dan dokter. Dari sudut pandang teoritis dan praktis, pendekatan 

kualitatif dapat diartikan sebagai serangkaian proses atau proses yang mengumpulkan 

informasi dari keadaan normal siklus hidup suatu objek yang terkait dengan 

pemecahan masalah.
60

 Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan 

tujuan penelitian untuk mempelajari penjelasan pelaksanaan perjanjian operasi caesar 

di RSUD Demang Sepulau Raya.  

D.  Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data  dari  studi kepustakaan dan studi lapangan dan Library Research 

mengumpulkan data  dengan  membaca, mengutip, memperhatikan, dan memahami 

berbagai literatur, undang-undang, peraturan lainnya, buku undang-undang dan 
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dokumen hukum lainnya meningkat. Studi lapangan  mengumpulkan data dengan 

melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian. 

karena penelitian yang dilakukan bersifat normatif dan empiris, maka  yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. 

1.  Jenis Data 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui 

observasi dan wawancara dengan berbagai pihak. 

Sehubungan dengan judul dari penulisan ini “pelaksanaan perjanjian operasi caesar 

antara pasien dan dokter di RSUD Demang Sepulau Raya”, maka pihak yang 

berkaitan langsung dengan hal tersebut adalah Dokter serta Case Manager Pelayanan 

RSUD Demang Sepulau Raya.Sedangkan datasekunder yaitu data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari studikepustakaan, yang terdiri dari: 

a.  Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait 

pelaksanaan perjanjian operasi caesar anatara pasien dan dokter di RSUD Demang 

Sepulau Raya, yaitu diantaranya : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008yang memuat 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 

6. Kode Etik Kedokteran Indonesia KODEKI Tahun 2012. 

7. Surat Persetujuan dan Penolakan Tindakan Medik (Informed Consent). 
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b.  Bahan hukum sekunder, menjelaskan lebih lanjut bahan hukum sekunder, yaitu 

bahan hukum yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku, penelitian yang sudah ada, 

jurnal para sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya, serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. 

c.  Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian artikel-artikel di internet, 

wawancara dan bahan-bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui survei bahan pustaka secara 

tertulis kemudian dengan pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian dilakukan 

untuk memperoleh data yang jelas, dan  wawancara  peneliti hanya berfungsi sebagai 

pendukung  data sekunder dalam menghasilkan disertasi peneliti secara akurat. 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, dimana pertanyaan 

awalnya ditujukan langsung kepada informan. Wawancara dilakukan secara langsung 

kepada salah satu dokter yang berada di RSUD Demang Sepulau Raya dr.Voni, 

SPOG serta Case Manager Pelayanan rumah sakit bapak Ambar Widianto, Skep., 

MKes. 

F.  Metode Pengolahan Data 

data yang diperoleh dari penelusuran literatur diolah sebanyak  data  dengan prosedur 

sebagai berikut : 
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1.  Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang dikumpulkan sudah 

baik dan relevan sehingga dapat memperbaiki atau menyelesaikan kesalahan pada 

data 

2.  Rekonstruksi Data (Reconstructing) 

Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu penyusunan ulang terhadap suatu data secara 

berurutan, teratur dan logis agar dapat dipahami dengan mudah. 

3.  Sistematika Data (Systematizing)  

Sistematika Data (systematizing) yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang 

telah ditentukan dan menempatkan suatu data sesuai dengan ruang lingkup pokok 

bahasan secara sistematis. 

G.  Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan metode analisis data  kualitatif, yaitu  analisis data  

peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dan literatur lainnya. Hasil analisis 

dikaitkan dengan data yang diperoleh penulis dari survei lapangan berupa wawancara 

dengan sumber yang relevan untuk  secara sistematis mengumpulkan dan 

menjelaskan data dalam teks biasa untuk menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan operasi caesar (SC) dilakukan karna adanya indikasi medis yaitu 

memerlukan intervensi medis berdasarkan pemeriksaan subjektif dan objektif 

selanjutnya dibuat kesepakatan berupa hal-hal yang termuat dalam Informed Consent 

(IC), kemudian barulah dilakukan persetujuan berupa penandatanganan oleh kedua 

belah pihak, dengan begitu terjadi perikatan antara dokter dan pasien, sehingga terjadi 

perjanjian diantara mereka, perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban 

karena telah mengikat para pihak yaitu dokter dan pasien. Kewajiban dokter adalah 

melaksanakan SC dengan kehati-hatian dan antisipasi, pelaksanaan SC dilakukan 

oleh dokter harus sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP). SOP mengikat dokter untuk melaksanakan SC sesuai tahapan-tahapan medis 

yang sudah ditentukan, kedudukan pasien hanya mematuhi instruksi yang diberikan 

oleh dokter berdasarkan SOP tersebut. Pelaksanaan operasi caesar dilakukan dengan 

melalui tahapan prosedur yaitu prosedur administratif dan prosedur medik. 

2. Operasi caesar merupakan upaya tindakan medis yang tidak menuntut hasil 

(inspaning verbintenis). Dalam melakukan operasi caesar dokter harus berusaha 

semaksimal mungkin agar operasi caesar berhasil, apabila dalam melakukan operasi 

caesar pasien meninggal dunia atau mengalami komplikasi maka hal tersebut 

merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh dokter kepada pasien. Dokter 
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bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan karena kesengajaan, apabila 

terdapat kerugian yang dialami pasien akibat dokter melakukan kelalaian maka rumah 

sakit akan turut serta bertanggung jawab. Apabila hak-hak pasien dilanggar, 

penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Beberapa 

upaya yang dapat ditempuh oleh pasien terhadap kesalahan dokter untuk menuntut 

tanggung jawab yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasien yaitu dasar gugatan 

bisa dilakukan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tetapi 

sebagaimana hasil penelitian pada RSUD Demang Sepulau Raya belum ada sengketa 

yang sampai ke ranah hukum. 
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